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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Bagian akhir dari penulisan ini adalah pengambilan kesimpulan dari setiap 

hasil analisis yang dilakukan dan memberikan rekomendasi atau saran terhadap isu 

atau permasalahan yang dihadapi dengan memberikan solusi dalam penentuan 

lahan pengembangan kawasan permukiman di Kota Payakumbuh. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan dalam “Penentuan Lahan 

Pengembangan Kawasan Permukiman Di Kota Payakumbuh” dapat disimpulkan 

bahwa luas lahan yang dapat dikembangkan sebagai kawasan permukiman ialah 

1.042,82 Ha atau setara dengan 13,4% dari total luas lahan Kota Payakumbuh. 

Berdasarkan hasil analisis kesesuaian zona nilai tanah yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kawasan Prioritas I 

a. Kawasan prioritas ialah kawasan yang memiliki aksesibilitas pelayanan 

sarana tinggi, terlayani oleh dua sarana dengan harga terjangkau dan sesuai 

untuk semua lapisan masyarakat. 

b. Kawasan strategis ialah kawasan yang memiliki aksesibilitas pelayanan 

sarana sedang, terlayani oleh satu sarana dengan harga murah dan sesuai 

untuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan menengah-kebawah. 

c. Kawasan kurang rekomendasi ialah kawasan yang tidak terlayani oleh 

sarana dengan harga murah dan sesuai untuk lapisan masyarakat yang 

berpenghasilan menengah-bawah. Namun, jika calon penghuni memiliki 

moda transportasi yang memadai, maka calon penghuni boleh memilih 

lahan ini. 

2. Kawasan Prioritas II 

a. Kawasan ideal ialah kawasan yang memilki aksesibilitas pelayanan sarana 

tinggi, terlayani oleh dua sarana dengan harga mahal dan sesuai untuk 

lapisan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. 

b. Kawasan rekomendasi ialah kawasan yang memiliki aksesibilitas pelayanan 

sarana sedang,terlayani oleh satu sarana dengan harga mahal dan sesuai 

untuk lapisan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. 
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c. Kawasan tidak rekomendasi ialah kawasan yang tidak terlayani oleh sarana 

dengan harga mahal dan tidak direkomendasikan untuk semua lapisan 

masyarakat. Namun, jika calon penghuni memiliki penghasilan yang tinggi 

dan memiliki moda transportasi yang memadai, maka boleh memilih lahan 

ini. 

Berdasarkan penjelas diatas dapat disimpulkan bahwa ada enam (6) kategori 

lahan yang memiliki aksesibilitas pelayanan sarana tinggi, sedang dan rendah 

dengan harga terjangkau dan mahal. Penulis berharap penilitian ini menjadi acuan 

bagi pihak masyarakat, pihak developer maupun pihak pemerintah dalam memilih 

lahan permukiman 

5.2 Rekomendasi 

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

rekomendasi yang dapat diberikan pada penentuan lahan pengembangan kawasan 

permukiman di Kota Payakumbuh ini ialah Kawasan Prioritas I yaitu lahan 

prioritas, lahan strategis dan kurang rekomendasi yang berupa lahan yang dapat 

dijangkau oleh semua lapisan masyarakat dan memiliki aksesibilitas pelayanan 

sarana tinggi, sedang dan tidak terlayani. 
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